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ABSTRAK 

 

KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA PENDAPATAN 

ASLI DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH SIAK SRI 

INDRAPURA 

 

OLEH 

 

REZI DESMAYANTI 

NIM : 02170623428 

 

 Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu jenis pajak Daerah 

Kabupaten yang berada di Daerah Siak. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Siak dan mengetahui factor 

penghambat dalam meningkatkan pendapatan serta upaya yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah. Periode yang digunakan merupakan data tahun 

2020-2022. Hasil dari penelitian ini diketahui kontribusi pajak hotel dan 

restoran pada Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Daerah kabupaten 

Siak mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Ada beberapa factor yang 

menghambat dalam meningkatkan pendapatan serta dilakukannya upaya oleh 

Pemerintah Kabupaten Siak. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan 

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2018). 

Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah dan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah menyebabkan 

perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah 

Pusat dan pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan 

maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah 

Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. 

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang 

hendak dicapai, Pemerintah wajib memberikan pembinaan misalnya dengan 

pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, 

pengawasan, bimbingan, pelatihan dan evaluasi. Disamping itu Pemerintah juga 

wajib memberikan fasilitas yang berupa kemudahan, bantuan dan dorongan 

kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara 

efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pemerintah 

daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber- sumber keuangan khususnya 

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di 

daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). 
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Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara 

maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk 

diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur utama 

PAD. 

Sumber-sumber Pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah itu sendiri 

terdiri atas : 

1. Pendapatan Asli Daerah 

a. Hasil Pajak Daerah 

b. Hasil Retribusi Daerah 

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah ,hasil pengelolaan kekayaan daerah 

d. Pendapatan Asli Daerah lain yang sah 

2. Dana Perimbangan 

3. Pinjaman Daerah 

4. Pendapatan daerah lain yang sah 

Pada sumber pendanaan diatas, pajak daerah dan retribusi daerah 

merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar dalam struktur Pendapatan 

Asli Daerah. Hasil dari pembayaran pajak itu sendiri akan dikembalikan kepada 

masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi 

kesejahteraan masyarakat. Adapun jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

serta target dan realisasi PAD pada Kabupaten Siak.  
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Tabel 1. 1 

Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak Tahun 

2020 – 2022 

No. Tahun Penerimaan PAD (Rp) 

 

1. 2020 195.745.104.967,80 

2. 2021 187.098.871.639,19 

3. 2022 134.777.041.510,10 

Sumber:Badan Keuangan Daerah Kabuoaten Siak 2024 

Menurut tabel 1.1 Uraian tabel diatas merupakan jumlah penerimaan pajak 

yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Kota Siak. Dilihat pada jumlah 

penerimaan yang terdaftar di Badan keuangan Daerah Kota Siak mengalami 

penurunan. Terhitung dari tahun 2020, jumlah anggaran penerimaan yang di 

terima sebanyak 195.745.104.967,80. Pada tahun 2021 Jumlah anggaran yang 

diterima sebanyak 187.098.871.639,19, dan Pada tahun 2022 jumlah anggaran 

yang di terima sebanyak 134.777.041.510,10. 

Tabel 1. 2 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

No Tahun Target PAD RealisasiPAD Persentase 

1 2020 Rp.186.173.950.290.00 Rp. 195.745.104.967.80 105,14% 

2 2021 Rp175.654.240.410.00 Rp. 187.098.871.639.19 106,51% 

3 2022 Rp. 130.761.505.649.00 Rp. 134.777.041.510.00 103,07% 

Sumber: Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (2024) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya Realisasi PAD dari tahun 2020 

– 2022 melebihi Target PAD. Tahun 2020 persentase realisasi PAD sebesar 

105,14% dari target PAD sebesar Rp.186.173.950.290.00 Begitu juga dengan 

tahun 2021 persentase realisasi PAD sebesar 106,51% dari target PAD sebesar 
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Rp175.654.240.410.00 tahun 2022 persentase realisasi PAD sebesar 103,07% dari 

target PAD sebesar Rp. 130.761.505.649.00. 

 Pajak Hotel dan restoran adalah salah satu jenis dari pajak daerah. 

Dengan adanya pajak Hotel dan restoran ternyata memberikan kontribusi 

besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Siak, terutama sejak 

adanya kebijakan otonomi daerah dan didukung dengan kondisi Kabupaten Siak 

sebagai kota pariwisata. Dengan adanya pajak Hotel dan restoran selain 

memberikan sumbangan PAD yang besar pajak hotel dan restoran  juga 

mampu membuka atau memberikan lapangan pekerjaan yang luas serta 

mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Siak. Berikut penulis 

sajikan Target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten 

Siak tahun 2020-2022: 

Tabel 1. 3 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Siak Tahun 2020 – 

2022 

No Tahun Target Pajak hotel Realisasi Pajak Hotel Persentase 

1 2020 Rp. 725.000.000.00 Rp. 336.398.304.00 46,39% 

2 2021 Rp. 749.987.717.00 Rp. 481.589.250.00 64,21% 

3 2022 Rp. 750.000.000.00 Rp. 688.617.962.00 91,81% 

Sumber:Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (2024) 

Melalui tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa Realisasi Pajak Hotel 

tahun2020 –2022 melalui fluktuasi.Dilihat dari tahun 2020 sebesar 46,39% dari 

target pajak hotel sebesar Rp. 725.000.000.00. Persentase Realisasi pajak hotel 

tahun 2021 sebesar 64,21% dari target pajak hotel sebesar Rp. 749.987.717.00. 

Tahun 2022  persentase realisasinyanya sebesar 91,81%  dari target Rp. 
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750.000.000.00 dan di tahun 2020  merupakan persentase paling rendah dari 3 

tahun terakhir. 

Tabel 1. 4  

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Siak Tahun 

2020 – 2022 

No Tahun Target Pajak Restoran Realisasi Pajak Restoran Persentase 

1 2020 Rp. 4.250.000.000.00 Rp. 4.021.079.163.00 94,61% 

2 2021 Rp. 4.250.000.000.00 Rp. 3.828.102.249.80 90,07% 

3 2022 Rp. 4.500.000.000.00 Rp. 5.052.252.583.00 112,27% 

Sumber:Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2024 

Melalui tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa Realisasi Pajak Restoran 

tahun 2020 –2022 melalui fluktuasi.Dilihat dari tahun 2020 sebesar 94,61% dari 

target pajak hotel sebesar Rp. 4.250.000.000.00. Persentase Realisasi pajak 

Restoran tahun 2021 sebesar 90,07% dari target pajak restoran sebesar Rp. 

4.250.000.000.00. Tahun 2022  persentase realisasinyanya sebesar 112,27% dari 

target Rp. 4.500.000.000.00 dan di tahun 2022  realisasi pajak restoran lebih besar 

dari pada yang di targetkan. 

Demikian juga untuk mengembangkan pariwisata Kota Siak, tiap tahun 

Pemerintah Kota Siak menyisihkan dana sebesar 10% dari total pendapatan 

pajak Hotel dan restoran sebagai dana khusus promosi pariwisata. Meskipun 

demikian harus diakui bahwa kualitas dan kuantitas SDM pada bidang 

kepariwisataan masih perlu peningkatan secara serius. Kondisi ini 

memerlukan penanganan mendesak karena besar pengaruhnya terhadap 

perkembangan pariwisata dan kontribusi pajak Hotel dan restoran di Kota 

Siak. 
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Usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, 

mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana maupun 

dari segi kemampuan dan sistem pengelolaan serta administrasinya. Kondisi 

permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan pendapatan daerah tidak sama 

pada masing-masing daerah, karena menyangkut tersedianya sumber, tingkat 

kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada. Dalam rangka 

peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan 

pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus 

mengetahui sumbangan pajak daerah termasuk di dalamnya pajak Hotel maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini sehingga dapat mengetahui 

kontribusi pajak Hotel dan restoran terhadap PAD Pemerintah Kota Siak dan 

faktor yang menghambat pengelolaan pajak Hotel dan restoran serta upaya 

yang akan dilakukan Pemerintah Kota Siak. 

Tabel 1. 5 

Jumlah Wajib Pajak Hotel Yang terdaftar pada Badan keuangan Daerah 

Kabupaten Siak Tahun 2020-2022 

No Klasifikasi 

Jumlah Wajib Pajak 

Dalam Tahun 

2020 2021 2022 

1 Hotel bintang 

Dua 
2 2 2 

2 Hotel bintang 

Satu 
8 9 11 

3 Wisma 11 10 10 

Jumlah 21 21 23 

Sumber:Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2024 

Dikutip Tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak hotel yang 

terdaftar di Badan keuangan Daerah Kota Siak Tahun 2020 berjumlah 21 wajib 
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pajak, tahun 2021 berjumlah 21 wajib pajak, Dan tahun 2022 berjumlah 23 wajib 

pajak. Berdasarkan penjabaran jumlah wajib pajak diatas dari tahun 2020 – 2022, 

jumlah wajib pajak hotel mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini tentunya 

mempengaruhi target dan realisasi pajak hotel. 

Tabel 1. 6 

Jumlah Wajib Pajak Restoran Yang terdaftar pada Badan keuangan Daerah 

Kabupaten Siak Tahun 2020-2022 

No Klasifikasi Wajib 

Pajak Per 

Kecamatan 

2020 2021 2022 Total 

1 Siak 97  108 124 329 

2 Bungaraya 14 14 11 39 

3 Mempura 15 15 16 46 

4 Dayun 5 5 14 24 

5 Sungai apit 60 61 47 168 

6 Sabak Auh 14 14 13 41 

7 Pusako 3 3 - 6 

8 Tualang 77 77 90 244 

9 Sugai Mandau 6 6 3 15 

10 Kandis 17 24 29 70 

11 Minas 8 9 7 24 

12 Lubuk Dalam 11 16 59 86 

13 Koto Gasib 12 12 30 54 

14 Kerinci Kanan - 3 23 26 

Total  339 493 466 

Sumber:Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2024 
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Dikutip Tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak Restoran 

yang terdaftar di Badan keuangan Daerah Kota Siak Tahun 2020 berjumlah 339 

wajib pajak, tahun 2021 berjumlah 493 wajib pajak, Dan tahun 2022 berjumlah 

466 wajib pajak. Berdasarkan penjabaran jumlah wajib pajak diatas dari tahun 

2020 – 2022, jumlah wajib pajak hotel mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 

mengalami penurunan di tahun 2022, hal ini tentunya mempengaruhi target dan 

realisasi pajak Restoran. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya,maka 

penulis merumuskan permasalahan,yaitu: 

1. Bagaimana kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Pemerintah Kabupaten Siak ? 

2. Apakah faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Siak 

dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran dan upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam pengelolaan pajak 

hotel dan restoran? 

1.3 Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Siak. 
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2. untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah 

Kabupaten Siak dalam proses pengelolaan pajak Hotel dan restoran 

dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak dalam 

meningkatkan pajak Hotel. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.Manfaat 

yang diharapkan dapat dicapai adalah: 

1. Bagi Penulis 

Proses penelitian akan memberikan penulis pemahaman mendalam tentang 

kontribusi pajak hotel dan restoran dan factor penghambat yang dihadapi 

oleh pemerintah daerah.Pengumpulan data, analisis statistik, dan akan 

mengembangkan keterampilan riset dan penulisan penulis. 

2. Bagi Instansi 

Hasil penelitian dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk 

merevisi kebijakan perpajakan hotel dan restoran, meningkatkan 

kontribusi, dan perkembangan pajak hotel dan restoran. Dengan 

memahami factor penghambat dan masalah dalam kontibusi pajak hotel 

dan pajak restoran, dan sebagai informasi tambahan dan masukan untuk di 

jadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan peran badan keuangan daerah kabupaten siak dalam 

meningkatkan perkembangan pajak hotel dan pajak restoran. 
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3. Bagi mahasiswa 

Merupakan kesempatan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang 

telah dipelajari. 

1.5 Metode Penelitin 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Siak yang beralamatkan Komplek Perkantoran Tanjung Agung 

Kec.Mempura Kab.Siak Provinsi Riau. 

1.5.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai bulan januari 2024 hingga April 2024 

1.5.3 Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 

dengan cara melakukan wawancara, yang mana dalam hal ini penulis 

mewancarai langsung Bapak Nurhisyam, S.Sos yang mana beliau 

merupakan Kasubbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Di Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

seperti buku buku referensi, jurnal, dokumen dan sumber – sumber 

lainnya. 
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1.5.4 Metode Pengumpulan data 

a. Wawancara 

Merupakan penulis melakukan kegiatan tanya jawab.yang mana dalam hal 

ini penulis mewancarai langsung Bapak Nurhisyam,S.Sos yang mana 

beliau merupakan Kasubbid pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak 

Daerah Lainnya. 

b. Observasi 

Yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati lebih 

dekat mengenai masalah yang diteliti 

c. Dokumentasi 

Yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi 

dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang berupa laporan yang 

berguna untuk menunjang penulisan tugas akhir. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari  4 bab, dengan uraian sebagai 

berikut: 

BABI: PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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BABII: GAMBARAN UMUM 

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor Badan 

keuangan Daerah Kota siak , Visi dan Misi serta Struktur 

organisasi. 

BABIII: TINJAUAN TEORI 

Pada bab ini,penulis membahas tentang definisi pajak, fungsi 

pajak, definisi pajak daerah serta kontribusi pajak terhadap 

pendapatan asli daerah. 

BABIV: PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dikemukakan atas 

dasar penelitian dan penulisan yang dilakukan 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Sejarah singkat 

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten lama di ProvinsiRiau 

dari hasil pemekaran yang sesuai dengan undang-undang nomor 53 tahun1999. 

Dengan demikian dalam rangka kelancaran otonomi daerah dengan kewenangan 

daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, dipandang perlu 

menata organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak nomor 22 Tahun 2000 

tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Siak. 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2007 tangga l4 September 2007 tentang 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah. Berdasarkan 

Peraturan Daerah tersebut Badan keuangan Daerah adalah Dinas yang merupakan 

unsur pelaksana tugas dibidang Pengelola keuangan, dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan 

Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, dan 

Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2012. Sebagai unsur pelaksanaan tugas 

yang meliputi memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah lingkup perencanaa Pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi 
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daerah, dana perimbangan, PBB dan BPHTB, bidang anggaran, perbendaharaan, 

akuntansi, aset daerah serta pengawasan, dipimpin seorang Kepala Dinas yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Adapun fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak adalah sebagai 

berikut : 

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan kerja Dinas sesuai 

dengan visi dan misi daerah. 

2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan 

dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-

bidang,UPTD dan kelompok jabatan fungsional. 

4. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang 

pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan 

SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan 

kegiatan dinas Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas 

5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagai unsur pelaksana 

pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai 

tujuan dan sasaran untuk meningkatkan porsi pendapatan asli daerah terhadap 

APBD secara berkesinambungan, Sasarannya adalah Tercapainya realisasi 
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pendapatan asli daerah yang lebih besar setiap tahunnya. Meningkatkan kualitas  

sistem  pengelolaan  keuangan  daerah. Terselenggaranya pengelolaan keuangan 

sesuai standar yang ditetapkan. Meningkatkan pelayanan yang responsif. 

Sasarannya adalah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang 

berkualitas. 

Oleh sebab itu, langkah-langkah yang ditempuh sebagai wujud dari 

tanggungjawab dan koordinasi Badan Keuangan Daerah dalam bentuk visi dan 

misi. 

2.2 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah kabupaten Siak. 

1. Visi 

“Terwujudnya optimalisasi pendapatan Daerah melalui aparat yang 

ramah tamah, professional dan inovatif”. 

1. Optimalisasi:Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam 

melakukan intensifikasi dan ektensifikasi. 

2. Ramah: Sikap dan prilaku yang baik dalam menyenangkan yang 

ditujukkan oleh aparatur dinas pendapatan, baik budi bahasa, tutur 

kata maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepadawajib 

pajak dan retribusi. 

3. Profesional: Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) 

dalam melaksanakan tugasdan pekerjaannnya yang didukung oleh 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

4. Inovatif: Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasibaru) 

dalam peningkatan penerimaan daerah. 
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2. Misi 

Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Siak sebagai berikut : 

a. Meningkatkan pendapatan daerah  melalui  intensifikasi 

dan ekstensifikasi. 

b. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi. 

c. Meningkatkan   pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan Daerah. 

d. Meningkatkan produktivitas pegawai. 

2.3 Bagian/Unit Kerja 

 Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis ditempatkan pada bagian 

Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan yang dipimpin oleh bapak Drs. L.Budhi 

Yuwono, M, Si sebagai kepala Badan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh 

beberapa Bidang yang terdiri dari : 

1. Bidang Umum  

2. Bidang Sekretaris 

3. Bidang PAD dan dana perimbangan 

4. Bidang PBB dan BPHTB 

5. Bidang Pembiayaan   

6. Bidang Aset 

7. Bidang Akuntansi 
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Gambar 2. 1 

Struktur Organisasi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2024 

 

2.4 Uraian Tugas Bagian / Unit Kerja 

 Adapun rincian tugas dari Bidang PAD adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketata 

laksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga 

badan. 
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a. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah. 

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan akuntansi, pelaporan dan 

pertanggung jawaban keuangan daerah. 

c. Mengkoordinasikan  penyelenggaraan  Investasi dan Divestasi 

Daerah. 

d. Memberi petunjuk Kepada Bawahan baik lisan maupun tertulis. 

e. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan. 

2. Sekretaris 

Pelaksanaan tugas kesekretariatan dan membawahi 3 (tiga) SubBagian, 

yaitu: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub 

Bagian Penyusunan Program. Sedangkan rincian tugas Sekretaris adalah 

sebagai berikut: 

a. Membantu KepalaBadan dibidang tugasnya. 

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan 

c. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

d. Mengkoordinasikan tertib administrasi dilingkungan Badan Keuangan 

Daerah meliputi surat menyurat, ekspedisi, dokumentasi dan 

kearsipan, keprotokolan, penyediaan alat-alat tulis kantor, penyediaan 

fasilitas serta administrasi perjalanan Badan Keuangan Daerah. 

e. Menyelenggarakan distribusi dan monitoring surat masuk dan surat 

keluar dilingkungan Badan Keuangan Daerah 
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3. Bidang PAD dan Dana Perimbangan 

Bidang PAD dan Dana Perimbangan tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan pajak hotel, 

pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, 

pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak Kelompok Jabatan 

Fungsional Substansi Penetapan dan Penyampaian PBB-P2, Reklame, dan 

Air Tanahpajak sarang burung walet dan retribusi izin gangguan 

sertameliputi kegiatan pendapatan pajak daerah, penagihan pajak daerah, 

penyampaian surat ketetapan pajak daerah dan angsuran, retribusi daerah, 

penagihan serta melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen 

perpajakan dan retribusi daerah dan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu : 

Seksi Pendataan dan Penetapan, Seksi Penagihan, Seksi Penerimaandan 

Pelaporan. 

4. Bidang PBB dan BPHTB 

a. Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan 

tugas pembantuan dibidang pengelolaan pendapatan daerah 

yangbersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan meliputi kegiatan pendataan dan 

pendaftaran PBB, penetapan NJOP PBB, penerbitan dan penyampaian 

SPPT PBB dan melaksanakan penagihan dan pengendalian dan 

membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu : Seksi Intensifikasi danEkstensifikasi 

PBB dan BPHTB; 
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b. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB; 

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 

5. Bidang Pembiayaan 

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, 

mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusankebijakan teknis dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang 

meliputi anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan serta anggaran 

belanja langsung dan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu: 

 Seksi Anggaran 

 Seksi Belanja Daerah 

 Seksi Perbendaharaan 

6. Bidang Aset 

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, 

mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang 

meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemindah 

tanganan aset membawahi 3 (tiga) seksi yaitu: 

a. Seksi Perencanaan Kebutuhan; 

b. Seksi Mutasi Aset dan Inventarisasi; 

c. Seksi Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Aset. 

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Bidang akuntansi dan pelaporan secara umum bertugas pokok membantu 

kepala dinas dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan 



21 

 
 

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan dinas yang meliputi akuntansi dan pelaporan serta 

pengolahan data keuangan. Dalam melaksankaan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud bidang akuntansi dan pelaporan, mempunyai  

fungsi yang terdiri dari: 

8. Kasi akuntansi dan pelaporan 

a. Penyusunan rencana kerja bidang, mengacu pada rencana strategis 

dinas. 

b. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan akuntansi atas pelaksanaan 

APBD. 

c. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan peraturan 

perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan 

akuntansi. 

d. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan bidang. 

e. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan 

fungsinya dalam kelancaran pelaksanaan tugas. 

9. Kasi Pengendalian dan Evaluasi 

Seksi pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas pokok membantu 

bidang pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan kebijakan pengendalian 

dan evaluasi. dalam melaksanakan tugas pokok seksi. 



22 

 
 

a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan seksi pengendalian 

dan evaluasi. 

b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk 

teknis serta rencana strategi sesuai lingkup tugasnya. 

c. Pelaksanaan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, 

peringkasan  transaksi atau terjadi keuangan dalam pelaksanaan 

APBD, meneliti dan memeriksa kelengkapaan SPJ penerimaan 

fungsional, menyiapkan bahan kebijakan akuntansi dan pelaporan 

dalam rangka penerimaaan, menyiapkan laporan realisasi anggaran 

(LRA) bersama dengan seksi akuntansi dan pelaporan dalam rangka 

penggabungan laporan pertanggung jawaban keuangan dan aset 

daerah. 

d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan. 

e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang. 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan 

fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaaan tugas. 

10. Seksi Pengolahan Data 

Seksi pengolahan data keuangan mempunyai tugas pokok membantu  

bidang melaksanakan kegiatan teknis dan kegiatan kebijakan pengolahan 

data keuangan. dalam melaksanaakan tugas pokok seksi pengolahan data 

keuangan, mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiataan seksi. 
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b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk 

teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya. 

c. Pelaksanaan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, 

peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan 

APBD, meneliti dan  memeriksa kelengkapan SPJ penerimaan 

fungsional, menyiapkan laporan realisasi anggaran (LRA) bersama 

dengan seksi Subbidang Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka 

penggabungan laporan pertanggung jawaban keuangan dan aset 

daerah. 

d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan 

e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepad kepala bidang 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baiksecara 

tertulis maupun lisan sesuia dengan kewenangan dan bidang tugas 

fungsina dalam rangka kelancaaraan pelaksanaan tugas. 
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BAB IV  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari Penelitian Yang Dilakukan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Siak Tentang Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran dapat diketahui bahwa: 

1. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran di Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Siak mengalami peningkatan disetiap tahunnya dari tahun 

2020-2022 dan sudah dapat dikatakan mampu memberikan sumbangan 

kepada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak dari sektor pajak hotel 

dan pajak restoran. 

2. Terdapat factor penghambat dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran 

serta dilakukan upaya oleh pemerintah daerah seperti, wajib pajak yang 

tidak melaporkan berapa besaran omset yang sebenarnya dan dilakukan 

upaya dengan pengawasan untuk mengetahui dan menghitung besaran 

omset, dan untuk wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak 

dilakukan upaya dengan menghampiri langsung hotel dan retsoran yang 

belum mendaftar agar didaftarkan segara dan melakukan kewajibannya. 

4.2 Saran 

1. Untuk kedepannya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dapat lebih 

meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan 

besaran omsetnya. 

2. Dapat meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih bak kedepannya kepada 

masyarakat yang melakukan kewajiban membayar pajak. 

45 
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